PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Andryani Kumalasari
Jabatan : SPV Administrasi dan Pelayanan Pelanggan

Masa kerja  : 6 Tahun

Pertanyaan:
1. Bagaimana sistem informasi manajemen piutang pelanggan di PT PLN
(Persero) Rayon Krian?
2. Apakah PT PLN (Persero) Rayon Krian sudah menerapkan sistem yang
efektif dan efisien?
3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi besarnya piutang pelanggan di

PT PLN (Persero) Rayon Krian?



PT PLN ( PERSERO ) DISTRIBUSI JAWA TIMUR
AREA SIDOARJO

RAYON KRIAN
J1. Kihajar Dewantoro No. 11 Krian, Sidoarjo Telp (031) 8971383, 8971384

SURAT KETERANGAN
No. 001/MOM.00.01/RYN KRIAN/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muh. Syahrir
Jabatan : Manajer PT. PLN (Persero) Rayon Krian
Alamat - JI. Kihajar Dewantoro No. 11 Krian, Sidoarjo

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa Mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama . Putri Yussita

NIM © 20101220044

Fakultas . Ekonomi

Program Studi - Akuntansi

Universitas : Muhammadiyah Surabaya

Benar-benar telah mengadakan penelitian skripsi berjudul ™ ANALISIS SISTEM
INFORMASI MANAJEMEN PIUTANG PELANGGAN TERHADAP
PENCAPAIAN TARGET TUNGGAKAN PADA PT. PLN (Persero) RAYON
KRIAN" pada tanggal 10 Februari s/d 30 April 2015 di PT. PLN (Persero) Rayon
Krian dalam  rangka menyelesaikan tugas akhir perkuliahan di Universitas
Muhammadiyah Surabaya.

Demikian Surat Keterangan ini Kami buat dengan sebenarnya, agar dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

#7755 Krian, 1 Mei 2015
- 3 -y

S~ Muh. Syahrir
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1. Nama
NIM/No.HP ;. 2001220044 7/ O821%9283249
Program Studi  :.../UNTAND _
Alamat P KRAmat TBoy  RT 2 RWT  TAMAN . SIDOARTD

2. Judul Skripsi
ANBULLOY  PELAPORAN PWUTANG  PELANGTAN TERHAgAD

KINEETA  PERUEAHAAN  OT. PLN ( feqerd ) RAON REtAN

Surabaya,

Mahasiswa,

TRl Yura

Rencana penulisan Skripsi mahasiswa tersebut diatas disetujui, dengan penetapan dosen
Pembimbing sebagai berikut :

Dre. MGent HamIYaD)  SE . M. Ak

Pembimbing 1 :
ANDY WARDHANA |, (+, M. 84

Pembimbing 2 ;

Mengetahui,
Dekan

Dr. NA AM.G
I

Catatan:- Form ini dicopy dan disampaikan pada: 1) Kaprodi; 2) Pembimbing; 3)Mhs.ybs
- Batas waktu penulisan Skrips
- Batas waktu studi

Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surabaya
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PANITIA UJIAN SKRIPSI STRATA - 1 (S-1)

FAKULTAS EKONOMI
DAFTAR PERBAIKAN SKRIPSI
Nama Mahasiswa : Putri Yusita
Noreg Mahasiswa : 20101220044
Jurusan R Akuntansi
Hari/Tanggal ;' Rabu 04 Maret 2015

Kami telah menyetujui perbaikan/refisi atas skripsi mahasiswa tersebut diatas

Nama Penguji Tanda Tangan Tanggal
Drs H Misrin Hariyadi, SE. M.Ak. 2 Mgl -y
Andi Wardhana, SH, M.Si. 02 - MEL - wIg
Drs Ec Sjamsul Hidayat, Ak, M.Si.
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Catatan

Setiap Mahasiswa membuat rangkap 3
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FAKULTAS EKONOMI UMSURABAYA
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i PERUSAHAAN PERSERCAN (PERSEROD)
4 PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA

KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA

Nomor: 021,K/0599/DIR/1995

y TENTANG

PEDOMAN DAN PETUNJUK TATA USAHA PELANGGAN

DIREKSI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna
penjualan tenaga listrik serta peningkatan pelayanan kepada
pelanggan, maka pelayanan penjualan tenaga listrik periu
dilakukan dengan cepat, sederhana, efisien dan efektif serta
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e o it aga

b. Bahwa Peraturan Tata Usaha Langganan sebagaimana

ditetapkan dengan Pedoman dan Petunjuk No. E. 1/1884

? yang mengatur pelayanan penjualan tenaga listrik dipandang

sudah lidak sesuai lagi dengan bulir a. tersebut di atas
sehingga perlu ditinjau kembaii,

‘é ci Bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada butir a dan
3 b di atas, dipandang perlu mengatur kembali pelayanan
penjualan tenaga listrik dalam Peraturan Tata Usaha
Pelanggan yang ditelapkan dengan Keputusan Direksi.

Mengingat  : i Peraluran Pemerintah No. 23 tahun 1994;
3
" 2. Peraturan Menteri Petambangan dan Energi Nomor
01 P/40/M.PE/1990 )

3. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor
02 P/451/M:PE/1991

4, Peraturan Menleri Pertambangan dan Energi Nomor
03 P/451/M.PE/1991

5y Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor
1561.K/02/M.PE /1987 jis
Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor
1706.K/02/M.PE /1992 dan
Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor
1261.K/02/M.PE/1993 ;

b 6.  Keputusan Menteri Keuangan No. 53/KMX.016/1995;

.

5




73 Angaaran Dasar PT PLM (PERSEROD)
B Kepulusan Direksi PT pp (PERSERO)
0011K/030/01R1/1994 0
MEMUTUSKAN
Dengan mencabul Pedoman dan Petunjuk No. E /1984
Menetapkan x
PERTAMA Keputusan Direksi PT PLN (Persero) tentang Pedoman dan Petunjuk
Tata Usaha Pelanggan 1994 yang selanjulnya disingkat TUL 1gg4 |
sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Direksi ini.
KEDUA : Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup-diatur dalam Keputusan
ini akan diatur kemudian. :
KETIGA ] Dengan berlakunya Keputusan ini, maka ketentuan-ketentuan PLN :
sebelumnya yang mengatur pelaksanaan TUL dinyatakan letap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.
KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaky pada tanggal . ditetapkan dengan |
kelentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata. terdapat
kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan
sebagaimana mestinya.
;
Ditetapkan di . Jakarta
Pada tanggal ! 23 Mei 1995
RU Aivm
—-'-"-/’
MARSUD)
Tembusan :
i Anggola Direksi |
2. Kepala Saluan Pengawasan Inlern |
3. Kepala Pusatl Pendidikan dan Latibhan :

. Kepala Pusal Pengembangan Manajemen ;
5 Semua Inspektur Bidang Saluan Pengawasan Inlern -

‘Semua Kepala Divisi ; it g
Semua Pem npin Wilayah, Wilayah Khusus, Distribusi ;




Pembongkaran SL (TUL I-09) dan Berita Acara Pembong
karan SL (TUL I-10).

Pormulir Pemberitahuan Pelaksanaan Pemutusan
Rampung Sambungan Tenaga Listrik . (TUL VI-03) dibuat
rangkap 2 : : e

- lembar asli untuk Pelanggan.
=~ tembusan untuk FPK. :

4. Persiapan Penghapusan Piutang Ragu-ragu.

Berdasarkan Daftar Piutang Ragu-Ragu,disiapkan Berita
Acara Penelitian Piutang Ragu-Ragu.

C. Pelaksanaan .
1. Pemutusan Sementara,

Sebelum pemutusgan sementara dilaksanakan, pPerlu dipas
tikan bahwa rekening listrik pelanggan yang bersang--
kutan belum dilunasi.’ .

Apabila dalam jangka waktu pembayaran Yang telah
ditentukan (tanggal 1 s.d, 20 ) pPelanggan belum melu-
nasi pembayaran atas pemakaian tenaga listriknya,

maka PLN berhak melaksanakan pemutusan sementara

Penyaluran tenaga listriknya. 4

Pelaksanaan pemutusan Sementara mulai ‘hari pertama
sejak berakhirnya batas waktu pembayaran dan berakhir
pada hari ke “tujuh.

Hari pertama s.d hari ke tujuh pelaksanaan pemutusan
Ssementara yang selanjutnya disebut Jangka waktu
pelaksanaan pemutusan semetara.,

Prosedur pelaksanaan pemutusan sementara penyaluran
tenaga listrik diatur sebagai berikut :

a. Pemutusan sementara penyaluran tenaga listrik
dilaksanakan mulai hari ‘pertama sejak berakhirnya
batas waktu pembayaraan (tanggal 21) dan dengan
menggunakan Perintah Pemutusan Sementara (TUL VI-
(0] ,

“b. "Pemutusan sementara dilaksanakan dalam jangka wak-
tu "7 hard kalender terhitung sejak hari pertama
jangka waktu bPelaksanaan pemutusan sementara dan
dilakukan dengan cara memutus penyaluran tenaga
listrik ke Instalasi Pelanggan.

C. Bersamaan dengan pelaksanaan pemutusan sementara,
‘kepada relanggan diberikan Surat Pemberitahuan pPe-




laksanaan Pemutusan Sementara (TUL Vi-01).

d. Tanggal pelaksanaan pemutusan sementara dan angka
kedudukan meter pada saat pelaksanaan pemutusan
sementara harus dicatat peda lembar Perintah Pemu-
tusan Sementara (TUL.VI-01) dan pada lembar Penye-
lesaian Pemutusan Sementara (TUL VI-01). :
Data tersebut juga harus dicatat di Buku Pemantau-
an Pemutusan (TUL VI~02).

2. Penyambungan Kembali sctelah Pemutusan Sementara.

a. Setelah pemnutusan sementara dilaksanakan dan reke-
ning listrik serta biaya keterlambatan dilunasi
FPN mengirimkan lembar Perintah Penyambungan Kemba
1i (TUL VI-0l1) kepada FPK.

Berdasarkan Perintah Penyambungan Kembali tersebut
FPK melaksanakan penyambungan kembali sambungan
tenaga listrik.

b. Penyambungan kembsli dilakukan dengan cara
menyalurkan tenaga :istrik ke Instalasi Pelanggan
sebagaimana mestinya.

c. Setelah penyambungan kembali dilaksanakan, makKa
tanggal penyambungan dan angka Kkedudukan meter

- v T b "1 h=a1d  harua
pada saatl pelaksanaan penyambungan kemball harus

dicatat pada lembar Perintah Penyambungan Kembali
(TUL VI-01) dan pada lembar Penyelesaian Pemutusan
Sementara (TUL VI-01). .

Data tersebut juga dicatat dalam Buku Pemantauan
Pemutusan (TUL VI-02).

3. Pemutusan Rampung.

Sebelum pemutusan rampung dilaksanakan, perlu di-
pastikan bahwa rekening listrik pelanggan yang ber
sangkutan sesual surat Pemberitahuan Pelaksanaan
Pemutusan Sementara (TUL VI-01l) belum dibayar.

Apabila dalam jangka waktu 60 hari terhitung sejak
hari pertama dari jangka waktu pelaksanaan pemutusan
sementara, “pelanggan belum juga melunasi pembayaran
rekening listriknya, maka PLN berhak melaksanakan
pemutusan rampung berupa penghentian penyaluran tena-
ga listrik dengan mengambil sebagian atau seluruh
Instalasi milik PLN.

Pelaksanaan pemutusan rampung mulai pada hari pertama
sejak berakhirnya jangka waktu 60 hari tersebut di
atas dan berakhir pada hari ke empat belas.

Hari pertama s.d hari ke empat belas pelaksanaan
pemutusan rampung selanjutnya disebut Jjangka waktu

[64]




~ pelaksanaan pemutusan :ampung,'

“:Pgbggéﬁggpgﬁgﬁuggnmrappung.digtur;sebagq} berikut :

. Péiaksanaan'ﬁemutusanf;émphng dilakukan mulai hari

;:dan;aergtg_hqgra Pembquka;gn SL {TUL_ X-10).

'Pemutushﬁ'rampung dilaksanakan dalagi baktu. 14 hary{ - -
7. kalender’ szjak hari. pertama berakhlrnya'jangka'"
" waktu- 60 hari tersebut ¢i atas, o
Pemutusan rampung dilalkukan oleh fungsi Teknikx de-
ngan cara mengambil sebsgian atau seluruh instalasi
"mixik PLN,: . T Co o s

" e. Bersamaan dengan belaksanaan pemutusan rampung, Ke
pada pelanggan diberikan surat Pemberitahuan Pelak
Banaan Pemutusan Rampunyg Sambungan tenaga Listrik
(TUL vi-p3)., . - : - :

d. Pelaksanaan pemutusan rampung berdasarkan Perintah

- Kerja Pembongkaran sr. {TUL 1I-09) . . ) R
‘Setelah pelaksanaan pemutusan- rampung, - dibuat

, Berita  Acara . Pembongkaran SL (TUL I-10).

: . FPK menerima. tembusan Berita Acara Pembongkaran sg,

tersébut‘sgbagai“pembe:itanuam;bahwaApembpngkaran

“. 7Y rampung telah*dilaksanakan. T ' e

LI e, Berdasarkan‘iBerita-Acara Pembongkaran sy, {TuL, 1I-
: K . 10}, dibuatkan " ppL (TUL I-11)., -
. Nomor dan . tanggal Perintah Kerja Pembongkaran
”a‘SL{Berita‘Acaraqpembodgkarah SL;PDL. serta tanggal
pelaksanaan,pembongkaran SL dicatat‘pada,auku~
Pemantauan Pemutusan (TUL vI-02) . . ) _

4. manyambungdhiKembgli,setelah'Pemutuaan Rampﬁndﬂ

":_1§sﬁg;kh,ya g h3g$putus:rgmpungmgqiatur' éébagaiv'

C 8. instalasi milik. PLM %elah diputus rampung berdasar : 
. kan Pagintah Rerjsd: dan Beritavﬁqatawpemhongkaran«~
'xSL-téﬁseBﬂtﬂQﬂ%ixV3@‘ C SRR P N Lon

b. Permintaan . penyambungam kembéli diperlakukan
+ . sSebagai permintaan benyambunhgan baru antara lain .-

mengisi dan Henanda tangani formulir .TUL I-01,
menbayar Biaya -Penyambunqan, Yang- ©  Jaminan

6

Permintaan penyémbungan'lkémbali penyalirdn- tenagas =
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Menimbang

Mengingat

PT PLN (PERSERO)

KEPUTUSAN DIREKS! PT PLN (PERSERO)

NOMOR : 386.K/DIR/2010

TENTANG

BIAYA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN REKENING LISTRIK

10.
1.

12.

13.

14.

DIREKS! PT PLN (PERSERO)

bahwa untuk metaksanakan Pasal 11 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Nomor 07 Tahun 2010 Tanggal 30 Juni 2010 tentang Tarit Tenaga Listrk
Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik
Negara, maka dipandang perlu untuk menetapken pengaturan tentang Biaya
Keterlambatan Pembayaran Rekening Listrik,

bahwa Biaya Keterlambatan Pembayaran Rekening Listrik sebagaimana dimaksud
dalam huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi PT PLN

LY
{Fersero).

Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara,
Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas:
Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;

Peraturan Pemerintah Rl Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan
Pemanfaatan Tenaga Listrk sebagaimana lelah diubzh dengan  Peraturan
Pemaerintah Rl Nomor 3 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Rl Nomor 26
Tahun 2006;

Peraturan Pemerintah Rl Nomor 23 Tahun 1984 tentang Pengalihan Bentuk
Perugsahaan Umum (Perum) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan
(Persero);

Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan,
Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;

Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 02.P/451/MPE/1991 tentang
Hubungan Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha
Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum dengan Masayarakat,

Peraluran Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 03.P/451/MPE/1891 tentang
Persyaratan Penyamhungan Tenaga Listrik;

Peraturan Maenteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nemor 07 Tahun 2010
tentang Tarif Tenaga Listrk Yang Disediakan Oleh Perusahaan Persecran
(Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;

Anggaran Dasar PT PLN (Persero);

Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-58/MBU/2008
jo Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-252/MBU/2009
tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan
Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara ;

Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 001.K/030/DIR/1994 tentang
Pembertakuan Peraturan Sehubungan Oengan Pengalihan Bentuk Hukum
Perusahaan;

Kepulusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 304.K/030/DIR/2009 tentang
Batasan Kewenangan Pengambilan Keputusan Di Lingkungan PT PLN
(Persero);

Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 017 K/DIR/2010 tentang Organisasi
dan Tata Kerja PT PLN (Persero) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Direksi PT PLN (Persero) Nomor 055.K/DIR/2010.

MEMUTUSKAN . . ..



Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN DIREKS! PT PLN (PERSERO) TENTANG BIAYA KETERLAMBATAN
PEMBAYARAN REKENING LISTRIK.

Pasal 1

(1) Biaya Keterlambatan Pembayaran Rekening Listrik yang selanjulnya disebut BK
adalah biaya yang ditagihkan karena pelanggan membayar tagihan rekening listrik
melampaul masa pembayaran.

(2) Masa Pembayaran adalah jangka waktu yang ditelapkan oleh Perusahaan
Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara kepada pelanggan untuk
membayar tagihan rekening listrik.

(3) Pelanggan yang terlambat membayar (agihan rekening listrik selain terkena
kelentuan pada ayat (1) juga dikenakan sanksi pemutusan aliran listrik.
Pasal 2
BK ditetapkan berdasarkan Batas Daya sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan
ini.
Pasal 3

(1) Pengenaan BK untuk setiap lembar rekening dibatasi maksimal 3 (tiga) kali tarif BK,
yang dialur sebagai berikut :

a. BK pertama dikenakan .unluk pelunasan tagihan listrik setelah batas akhir masa
pembayaran sampai dengan akhir bulan berjatan (bulan ke n) bagi masing-masing
pelanggan.

b. BK kedua dibertakukan setetah BK pertama, untuk pelunasan tagihan listrik mulai
tanggal 1 (satu) sampai dengan akhir bulan berikutnya (bulan ke n+1),

¢. BK ketiga diberlakukan setelah BK kedua, untuk pelunasan tagihan listrik mulai
tanggal 1 (satu) sampai dengan akhir bulan berikutnya (bulan ke n+2).

(2) Bagi pelanggan yang mempunyai perjanjian khusus, pemberiakuan masa BK adalah
sesuai dengan Perjanjlan Jual Beli Tenaga Listrik.

(3) Bila terjadi hal-hal khusus sehingga pelunasan tagihan rekening listrik dilakukan melalui

beberapa kali angsuran, maka untuk golongan tarif yang BK-nya dinyatakan dalam
prosentase agar dihitung atas sisa tagihan listrik yang terlambat pembayarannya.

Pasal 4

Sambungan instalasi milik Pemerintsh Pusat atau Pemerintah Daerah baik sipil maupun
TNI/Polri yang rekening listriknya dibayar dari APBN atau APBD tidak dikenakan BK.

Pasal §

Setiap Perjanjian Jual Beli Tenaga Lislrik agar mencantumkan aturan tenlang ketentuan BK
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal6......



Pasal 6

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka :

Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 335.K/010/DIR/2003 Tanggal 31 Desember
2003 tentang Penetapan Harga Jual dan Biaya Pefayanan Tenaga Listrik Yang Terkait
dengan TDL 2004;

Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 337.K/010/DIR/2003 Tanggal 31 Desember
2003 tentang Penetapan Biaya Yang Diperhitungkan Kepada Pelanggan;

Keputusan Direksi PT PLN {Persero) Nomor 018.K/DIR/2010 Tanggal 22 Januari 2010
Perubshan Alas Lampiran B Kepulusan Oireksi PT PLN (Persero) Nomor
335.K/010/DIR/2003 tentang Penetapan Harga Jual dan Biaya Pelayanan Tenaga Listrik
Yang Terkait dengan TDL 2004, dan

ketentuan-ketentuan lain yang bententangan dengan Keputusan ini dinyatakan dicabut dan
lidak berlaku.

Keputusan ini mulai bertaku terhitung sejak tanggal 1 Juli 2010.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal O1 Juli 2010

/_%T UR UTAMA,




Lampiran

Keputusan Direksi PT PLN (Persero)
Nomor :386.K/DIR/2010

Tanggal : 01 Juli 2010

BIAYA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN REKENING LISTRIK

RATAS DAYA BIAYA KETERLAMBATAN
(Rp/bulan)

450 VA 3.000

900 VA 3.000

1.300 VA 5.000

2.200 VA 10.000

3.500 VA s.d. 5.500 VA 50.000

3% dari tagihan rekening fistrik
{min Rp. 75.000)

6.600 VA s.d. 14.000 VA

3% dari tagihan rekening listrik
{min Rp. 100.000)

di atas 14.000 VA






